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ABSTRACT 

Bureaucratic reform in Indonesia faces serious challenges due to a culture of corruption, convoluted 
procedures, and rigid hierarchical structures, which hinder the effectiveness of government administration. In 
this context, leadership plays a key role in driving change. This study aims to analyze the role of empowering 
leadership in supporting bureaucratic reform and improving the quality of public services. The method used is 
a literature review with strict selection criteria for relevant academic publications, including empirical studies, 
conceptual papers, and institutional reports. The analysis is conducted qualitatively through thematic 
synthesis to identify patterns, causal relationships, and contradictions among the studies. The results show 
that empowering leadership through delegating authority, open communication, and involving employees in 
decision-making can reduce bureaucratic inefficiency, increase officials’ work motivation, and strengthen 
accountability in public services. However, the findings also indicate that excessive empowerment practices 
can create psychological burdens for employees, thereby negatively impacting service performance. On the 
other hand, bureaucratic reform has been proven to have a close relationship with the quality of public services, 
although its field implementation often faces obstacles that lead to inconsistent results. The research concludes 
that the success of bureaucratic reform is greatly influenced by the application of empowering leadership in a 
proportional, adaptive, and contextually appropriate manner, thus creating a bureaucracy that is more 
responsive, accountable, and oriented towards the needs of the public. 
Kata kunci: Empowering Leadership; Bureaucratic Reform; Quality of Public Services. 
 

ABSTRAK 

Reformasi birokrasi di Indonesia menghadapi tantangan serius akibat budaya korupsi, prosedur 
berbelit, dan struktur hierarkis yang kaku sehingga menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. 
Dalam konteks ini, kepemimpinan berperan sebagai faktor kunci untuk mendorong perubahan. Penelitian ini 
bertujuan menganalisis peran kepemimpinan yang memberdayakan dalam mendukung reformasi birokrasi 
dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur dengan kriteria 
seleksi ketat terhadap publikasi akademis yang relevan, mencakup studi empiris, konseptual, dan laporan 
kelembagaan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui sintesis tematik untuk mengidentifikasi pola, 
hubungan kausal, serta kontradiksi antar penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan yang 
memberdayakan, melalui pendelegasian wewenang, komunikasi terbuka, dan keterlibatan pegawai dalam 
pengambilan keputusan, mampu mengurangi inefisiensi birokrasi, meningkatkan motivasi kerja aparatur, 
serta memperkuat akuntabilitas pelayanan publik. Namun demikian, temuan juga mengindikasikan bahwa 
praktik pemberdayaan yang berlebihan dapat menimbulkan beban psikologis bagi pegawai sehingga 
berdampak negatif pada kinerja layanan. Di sisi lain, reformasi birokrasi terbukti memiliki hubungan erat 
dengan kualitas pelayanan publik, meskipun implementasinya di lapangan kerap menghadapi hambatan yang 
menyebabkan hasil yang tidak konsisten. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan 
reformasi birokrasi sangat dipengaruhi oleh penerapan kepemimpinan yang memberdayakan secara 
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proporsional, adaptif, dan sesuai konteks, sehingga dapat mewujudkan birokrasi yang lebih responsif, 
akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. 
Kata kunci: Empowering Leadership; Reformasi Birokrasi; Kualitas Pelayanan Publik. 
 

Ramadhana, A., Mudzakir, M. F., & Putra. Y. A. N. S. (2026). Empowering Leadership In Bureaucratic Reform: A 
Literature Review Of Its Implications For The Quality Of Public Services. Jurnal Governansi, 12(1): 91-98. 

 
PENDAHULUAN 

Reformasi birokrasi di Indonesia telah 
menjadi isu mendesak yang mendapat 
sorotan luas, mengingat tantangan internal 
yang mengakar kuat dalam struktur 
pemerintahan. Rahmat et al. (2024) 
menjelaskan, budaya korupsi yang telah 
mengakar, prosedur berbelit (red tape), 
serta hirarki kaku yang membatasi 
partisipasi pegawai, adalah problematika 
kronis yang berulang kali menghambat 
efektivitas birokrasi. Menurut Rahmat et al. 
, patologi ini tidak hanya bersifat teknis, 
melainkan juga kultural, di mana 
kepemimpinan tradisional yang 
berorientasi pada kontrol justru 
memperkuat sentralisasi kewenangan dan 
menghambat transparansi. Akibatnya, 
proses reformasi yang diharapkan dapat 
mendorong peningkatan kinerja publik 
sering kali terbentur oleh resistensi internal 
dan rendahnya kepercayaan masyarakat 
terhadap birokrasi. 

Dalam konteks inilah, kepemimpinan 
menjadi faktor strategis yang tidak dapat 
diabaikan. Literatur kontemporer seperti 
oleh Tajibu (2015) menunjukkan bahwa 
reformasi birokrasi tidak dapat dilepaskan 
dari gaya kepemimpinan yang visioner dan 
transformatif. Di era VUCA (volatility, 
uncertainty, complexity, ambiguity), 
organisasi publik dituntut lebih lincah dan 
adaptif. Paradigma empowering leadership 
hadir sebagai salah satu pendekatan 
mutakhir yang diyakini mampu menjawab 
tantangan ini. Berbeda dari model 
kepemimpinan tradisional yang 
menekankan kontrol, Rousseau & Aubé 

(2020) berpendapat bahwa empowering 
leadership bertumpu pada kepercayaan, 
pemberdayaan, dan pendelegasian 

wewenang kepada pegawai yang berada 
paling dekat dengan kebutuhan masyarakat. 
Dengan demikian, pola ini berpotensi 
mengurangi inefisiensi, mendorong inovasi, 
serta memperkuat akuntabilitas dalam 
pelayanan publik (Liu et al., 2024). 

Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis secara komprehensif peran 
empowering leadership dalam mendukung 
reformasi birokrasi di Indonesia. Secara 
khusus, penelitian ini mengartikulasikan 
definisi dan dimensi kunci empowering 
leadership, menelaah hubungan kausalnya 
dengan inovasi, kinerja pegawai, serta 
kualitas pelayanan publik, sekaligus 
mengeksplorasi potensinya sebagai solusi 
atas hambatan birokrasi tradisional. Lebih 
jauh, penelitian ini juga berupaya 
mengintegrasikan temuan yang kontradiktif 
dalam literatur terkait serta 
mengidentifikasi celah penelitian yang 
masih terbuka, terutama dalam konteks 
administrasi publik Indonesia. 

Kajian akademis global seperti pada 
“Leading by Tackling Employee Resistance” 
oleh Ashraf & Sahni (2024) telah 
menunjukkan bahwa empowering 
leadership dapat meningkatkan efektivitas 
organisasi publik melalui penciptaan 
lingkungan kerja yang lebih partisipatif, 
adaptif, dan responsif terhadap perubahan. 
Namun, dalam konteks birokrasi Indonesia, 
penelitian mengenai penerapan paradigma 
ini dalam reformasi birokrasi masih relatif 
terbatas dan terfragmentasi. Dengan 
demikian, studi ini menempati posisi 
penting untuk memperkaya literatur 
administrasi publik, sekaligus memberikan 
landasan empiris dan konseptual bagi 
upaya transformasi birokrasi nasional. Pada 
akhirnya, penelitian ini diharapkan tidak 
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hanya memberikan kontribusi akademis, 
tetapi juga rekomendasi praktis untuk 
membangun birokrasi Indonesia yang lebih 
bersih, efektif, dan berorientasi pada 
pelayanan masyarakat. 

 

MATERI DAN METODE 

Peninjauan literatur ini dilakukan 
dengan menggunakan kriteria inklusi dan 
eksklusi yang ketat untuk memastikan 
relevansi dan validitas sumber. Artikel yang 
dimasukkan meliputi penelitian empiris, 
tinjauan literatur, dan artikel konseptual 
yang membahas topik empowering 
leadership, reformasi birokrasi, serta 
kualitas pelayanan publik dalam konteks 
administrasi publik. Hanya publikasi 
dengan kredibilitas akademis tinggi yang 
dipertimbangkan, seperti artikel dari jurnal 
terindeks, laporan lembaga pemerintah, dan 
buku dari penerbit bereputasi. Sementara 
itu, artikel yang tidak relevan dengan sektor 
publik, tidak membahas secara spesifik 
konsep kepemimpinan yang 
memberdayakan, atau tidak memiliki 
validitas ilmiah yang jelas (misalnya blog 
atau artikel opini) dikecualikan dari 
analisis. 

Proses penelusuran dilakukan dengan 
menggunakan kombinasi kata kunci dalam 
bahasa Indonesia dan Inggris untuk 
menjangkau literatur yang lebih luas. Kata 
kunci yang digunakan antara lain: 
“empowering leadership”, “reformasi 
birokrasi”, “kualitas pelayanan publik”, 
“transformational leadership”, dan “public 
administration”. Strategi ini memungkinkan 
identifikasi berbagai sumber yang 
membahas hubungan kepemimpinan, 
reformasi, dan kinerja pelayanan di sektor 
publik. 

Tinjauan ini mengakui adanya risiko 
bias dalam literatur manajemen publik. 
Beberapa penelitian cenderung 
mengandalkan pendekatan best practice 
research yang sulit digeneralisasi, rentan 
terhadap bias konfirmasi, dan seringkali 

tidak menggunakan desain penelitian yang 
ketat. Selain itu, minimnya studi 
longitudinal membatasi pemahaman 
terhadap dampak jangka panjang reformasi 
birokrasi. Faktor kontekstual juga menjadi 
pertimbangan penting, karena hasil 
penelitian di negara Barat atau sektor 
swasta tidak selalu dapat diterapkan 
langsung dalam konteks birokrasi 
Indonesia. Oleh karena itu, analisis dalam 
studi ini secara kritis menilai validitas, 
reliabilitas, serta keterterapan temuan-
temuan yang ada. 

Dari setiap sumber, data yang 
diekstrak mencakup definisi konsep, 
dimensi kunci, temuan utama, serta 
keterbatasan metodologis yang 
diidentifikasi penulis asli. Analisis 
dilakukan secara kualitatif dengan 
menggunakan pendekatan sintesis tematik. 
Metode ini digunakan untuk 
mengidentifikasi pola, hubungan kausal, 
serta kontradiksi antar studi. Hasil sintesis 
kemudian dirangkai menjadi narasi 
komprehensif yang menjelaskan 
mekanisme hubungan antara empowering 
leadership, reformasi birokrasi, dan kualitas 
pelayanan publik. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini dibuka dengan 
perumusan terhadap definisi dan dimensi 
kunci setiap komponen yang dibahas pada 
penelitian ini 

Ravelonarivo et al. (2024) 
mendefinisikan empowering leadership 
sebagai pendekatan kepemimpinan yang 
berfokus pada pemberdayaan anggota tim 
untuk mencapai potensi maksimal mereka. 
Pendekatan ini melibatkan perubahan 
paradigma mendasar dari pola pikir yang 
didominasi oleh kontrol yang ketat menuju 
pola pikir yang mengutamakan 
pemberdayaan dan kepercayaan. 
Tujuannya adalah untuk menumbuhkan 
rasa tanggung jawab dan kendali atas 
pekerjaan pada setiap anggota tim, yang 
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pada akhirnya akan meningkatkan motivasi 
intrinsik. 

Tabel 1. Literatur identifikasi dimensi kunci 
dari empowering leadership 

Dimensi Deskripsi 

Pendelegasian Otoritas Memberikan wewenang 
penuh kepada pegawai 
untuk membuat 
keputusan saat 
menyelesaikan tugas 
(Ravelonarivo et al., 
2024). 

Komunikasi dan 
Transparansi 

Mendorong komunikasi 
dua arah yang terbuka 
untuk mendapatkan 
pandangan dan masukan 
dari seluruh anggota tim 
(Rai, 2025). 

Dukungan 
Pengembangan 

Memberikan pelatihan, 
sumber daya, dan 
bimbingan yang 
diperlukan untuk 
mengembangkan 
keterampilan bawahan 
(Webber et al., 2020). 

Keterlibatan dalam 
Pengambilan Keputusan 

Melibatkan pegawai 
dalam proses 
brainstorming dan 
pengambilan keputusan 
penting Amundsen & 

Martinsen (2014). 

Mengatasi Hambatan Membantu pegawai 
mengidentifikasi dan 
menyelesaikan masalah 
yang menghambat 

kinerja mereka Burhan 

& Khan (2024). 

 

Reformasi Birokrasi 

Reformasi birokrasi adalah upaya 
yang sistematis, terpadu, dan komprehensif 
yang dirancang untuk melakukan 
perubahan mendasar pada sistem 
penyelenggaraan pemerintahan (Meier et 
al., 2019). Tujuannya adalah untuk 
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 
baik (good governance), yang pada akhirnya 
akan meningkatkan kualitas pelayanan 
publik. Menurut Meier et al. (2019) dan 
Bowornwathana & Poocharoen (2010) 
reformasi ini berfokus pada peningkatan 
efisiensi, upaya pengurangan prosedur yang 
kompleks, dan mempercepat proses 

pengambilan keputusan untuk melayani 
masyarakat dengan lebih cepat dan tepat. 
Rahmawati et al. (2025) menambahkan, 
pada intinya, reformasi birokrasi bertujuan 
untuk mengatasi patologi-patologi yang 
telah lama menghambat kinerja sektor 
publik di Indonesia. 

 

Kualitas Pelayanan Publik 

Kualitas pelayanan publik 
sebagaimana didefinisikan dalam Undang-
Udang No. 25 Tahun 2009 dapat diartikan 
sebagai ukuran sejauh mana pelayanan 
yang diberikan oleh pemerintah sesuai 
dengan harapan dan kebutuhan masyarakat 
atau penerima layanan. Ukuran pelayanan 
ini merupakan indikator utama 
keberhasilan pelayanan publik dan menjadi 
cerminan citra organisasi di mata 
masyarakat. Di beberapa penelitian seperti 
Kim (2006), Adeinat & Gregg (2018), ng et al. 
(2020), Patra et al. (2015) dan Msosa & 

Govender (2015) melalui model pengukuran 
kualitas pelayanan publik yang disebut 
Model SERVQUAL kualitas pelayanan 
publik. 

Tabel 2. analisis lima dimensi pokok 

Dimensi Deskripsi 

Bukti Langsung 
(Tangibles) 

Mencakup fasilitas fisik, 
perlengkapan, dan sarana 
komunikasi yang 
digunakan dalam 
pelayanan. 

Keandalan 
(Reliability) 

Kemampuan untuk 
memberikan pelayanan 
yang dijanjikan secara 
konsisten, akurat, dan 
memuaskan.  

Daya Tanggap 
(Responsiveness) 

Ketersediaan dan kesiapan 
petugas untuk memberikan 
layanan dengan cepat dan 
proaktif. 

Keyakinan 
(Assurance) 

Pengetahuan, kesopanan, 
dan kemampuan petugas 
untuk menumbuhkan rasa 
kepercayaan pada 
pelanggan. 

Empati (Empathy) Kemudahan dalam 
melakukan hubungan, 
perhatian pribadi, dan 
pemahaman terhadap 
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kebutuhan spesifik 
pelanggan. 

Hubungan Antar Konsep Empowering 
Leadership dan Kualitas Pelayanan 
Publik 

Literatur menunjukkan hubungan 
positif yang kuat antara empowering 
leadership dan peningkatan kualitas 
pelayanan publik. Dalam penelitian Nurung 
et al. (2020), kepemimpinan yang 
memberdayakan terbukti meningkatkan 
motivasi pelayanan publik, yang pada 
gilirannya meningkatkan kualitas 
pelayanan publik dan kepuasan kerja ASN. 
Senada dengan hal tersebut, Govender 
(2017) dan Siachou et al. (2020) 
menjelaskan, empowering leadership 
memiliki korelasi yang kuat dengan 
motivasi kerja karyawan yang tumbuh 
karena rasa diberdayakan dan peningkatan 
pelayanan publik.  

Namun beberapa penelitian juga 
menyarankan pentingnya untuk 
mempertimbangkan bahwa efek 
pemberdayaan yang berlebihan, justru 
dapat memiliki dampak negatif pada 
kesejahteraan dan kinerja karyawan. Dalam 
She & Li (2023) dan Cheng et al. (2024), 
Hubungan antara empowering leadership 
dan kesejahteraan karyawan mengikuti 
pola kurvilinear (berbentuk U terbalik). 
Pada awalnya, empowering leadership 
mungkin dapat dipandang sebagai upaya 
untuk meningkatkan kesejahteraan 
karyawan, namun jika terlalu berlebihan, 
jenis kepemimpinan ini justru dapat 
menurunkan kesejahteraan karyawan 
karena peningkatan tuntutan pekerjaan, 
yang pada akhirnya akan berimbas pada 
kualitas pelayanan publik. 

 

Hubungan Antar Konsep Empowering 
Leadership dan Reformasi Birokrasi 

Empowering leadership berfungsi 
sebagai mekanisme kunci dalam proses 
reformasi ini. Dengan mendelegasikan 
tanggung jawab dan memberikan otonomi, 

van Knippenberg et al. (2021) dan Tang et 
al. (2020) menggambarkan bagaimana 
pemimpin yang memberdayakan 
bawahannya secara langsung menantang 
struktur hierarkis yang kaku yang 
merupakan ciri khas birokrasi tradisional, 
terbukti meningkatkan kinerja dan 
mendorong banyak inovasi baru yang 
muncul. 

Kepemimpinan yang 
memberdayakan terbukti efektif dalam 
mengurangi "keheningan pegawai" 
(employee silence), yaitu kecenderungan 
pegawai untuk menahan informasi kritis 
terkait pekerjaan atau masalah yang ada 
(Cougot et al., 2022). Dengan meningkatkan 
kepercayaan interpersonal antara atasan 
dan bawahan, serta memberikan pegawai 
kontrol atas pekerjaan mereka, pemimpin 
jenis ini menciptakan lingkungan di mana 
pegawai merasa aman untuk berbagi ide 
dan melaporkan masalah tanpa takut akan 
konsekuensi yang berpotensi muncul (Dong 

& Tang, 2023). Kemampuan untuk 
mendeteksi dan memperbaiki kesalahan 
secara cepat ini sangat krusial untuk proses 
reformasi yang bertujuan untuk 
meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. 

 

Hubungan Reformasi Birokrasi dan 
Kualitas Pelayanan Publik 

Secara teoritis, reformasi birokrasi 
dan peningkatan kualitas pelayanan publik 
memiliki hubungan yang erat dan saling 
terkait. Sebagian besar literatur seperti 
Pribadi (2021) meyakini bahwa tujuan 
utama reformasi birokrasi adalah untuk 
membuat pemerintahan lebih responsif, 
efektif, dan bertanggung jawab dalam 
memenuhi kebutuhan masyarakat, yang 
pada akhirnya akan meningkatkan 
kepuasan publik. Upaya reformasi yang 
mengurangi birokrasi yang berlebihan dan 
prosedur yang rumit diharapkan dapat 
mempercepat proses dan memberikan 
layanan yang lebih baik. 
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Namun, ada temuan yang 
menunjukkan bahwa hubungan ini tidak 
selalu terwujud di lapangan. Sebagai contoh, 
Dahlström et al. (2018) yang menemukan 
bahwa tidak ada hubungan signifikan antara 
reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan 
publik. Penelitian Elsye (2024) tentang 
aplikasi SERABI di Pemalang menunjukkan 
bahwa meskipun aplikasi ini berhasil dalam 
mempromosikan kepatuhan dan reformasi 
birokrasi, namun faktor akurasi dan 
konsistensi evaluasi membuat beberapa 
unit organisasi menerima nilai kinerja yang 
rendah dalam memberikan kualitas 
pelayanan, yang mana menunjukkan bahwa 
implementasi reformasi belum sepenuhnya 
efektif. Temuan ini menyoroti kompleksitas 
implementasi reformasi di dunia nyata, 
yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan 
hubungan kausal yang sederhana. 

 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

Penelitian ini menegaskan bahwa 
empowering leadership memiliki peran 
strategis sebagai katalis dalam reformasi 
birokrasi sekaligus peningkatan kualitas 
pelayanan publik di Indonesia. 
Kepemimpinan yang memberdayakan 
terbukti mampu memutus pola birokrasi 
tradisional yang hierarkis dan kaku melalui 
pendelegasian wewenang, transparansi, 
dan penciptaan ruang partisipasi pegawai.  

Pola ini tidak hanya mendorong 
lahirnya inovasi dan efisiensi dalam proses 
birokrasi, tetapi juga berkontribusi pada 
peningkatan motivasi serta kepuasan kerja 
aparatur, yang pada akhirnya berdampak 
positif pada kualitas layanan yang diterima 
masyarakat. Meskipun demikian, penelitian 
ini juga menyoroti adanya potensi paradoks 
ketika praktik empowering leadership 
dilakukan secara berlebihan, di mana 
peningkatan otonomi justru dapat 
menimbulkan tekanan tambahan yang 
mengurangi kesejahteraan pegawai dan 
menurunkan kualitas pelayanan. 

Selanjutnya, temuan terkait hubungan 
reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan 
publik menunjukkan dinamika yang lebih 
kompleks. Reformasi yang ideal memang 
diarahkan untuk mempercepat layanan dan 
meningkatkan akuntabilitas, namun dalam 
praktiknya, tidak semua inisiatif reformasi 
secara otomatis menghasilkan perbaikan 
signifikan terhadap kualitas layanan. Hal ini 
mengindikasikan bahwa keberhasilan 
reformasi birokrasi tidak hanya ditentukan 
oleh kebijakan struktural, tetapi juga oleh 
faktor kepemimpinan, kapasitas organisasi, 
serta konsistensi implementasi di lapangan. 

Dengan demikian, penelitian ini 
menyimpulkan bahwa keberhasilan 
reformasi birokrasi Indonesia menuju tata 
kelola yang lebih efektif dan responsif 
sangat bergantung pada kemampuan 
pemimpin untuk menerapkan gaya 
empowering leadership secara 
proporsional, adaptif, dan kontekstual. 
Pendekatan ini tidak hanya relevan untuk 
menjawab tantangan internal birokrasi, 
tetapi juga membuka ruang bagi penguatan 
akuntabilitas publik dan peningkatan 
kepercayaan masyarakat terhadap institusi 
pemerintahan. 
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